BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai

Analisis Peran Pendapatan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Dan

Pemberdayaan Desa Wehali Tahun Anggaran 2016-2017:

1. Dilihat dari Pendapatan Desa Wehali yang masih bergantung terhadap dana
Transfer dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa Wehali,
dan tidak memiliki pendapatan asli desa dikarenakan kurangnya kreativitas
pemerintah desa dalam memanfaatkat sumber daya sebagai Pendapatan Asli
Desa, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang belum
mempertanggungjawabkan pendapatan retribusi pasar sebagai Pendapatan
Asli Desa.

2. Dengan adanya Pendapatan Desa untuk Pembangunan Desa Wehali sudah
terlaksana dan berdasarkan prioritas, namun ada beberapa pembangunan jalan
tani yang tidak tepat sasaran dikarenakan di tahun anggaran 2016 kegiatan
pembagunan desa dialihkan ke kecamatan dan dikerjakan oleh dinas
pekerjaan umum, sehingga pembanguanan tersebut tidak tepat sasaran dan
tidak sesuai aspirasi masyarakat. Serta kurangnya partisipasi masyarakat yang

masih beranggap apatis terhadap pembangunan desa Wehali.



3. Pemberdayaan Desa Wehali, masih belum dikatakan memberdayakan,
dikarenakan Tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam
menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Serta Pengawasan
dari pemerintah desa yang masih kurang terhadap pelaksanaan dan
pemberdayaan Desa Wehali.

4. Informasi dan kurang transparansi dari pemerintah yang belum merata
terhadap peran pendapatan desa dalam mendukung pembangunan dan

pemberdayaan Desa Wehali.

6.2 Saran
Berdasarkat uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Wehli dalam meningkatkan pendapatan desa yang
bukan hanya bergantung terhadap Dana Transfer dalam mendukung
pembangunan dan pemberdayaan, tetapi pemerintah Desa Wehali harus
mampu mengelolah sumber daya atau potensi-potensi yang ada di Desa
Wehali sebagai sember Pendapatan Asli Desa yang tentunya dapat
meningkatkan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan untuk
menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk melaksanakan pembanguan desa pemerintah harus lebih melibatkan
masyarakat mulai dari perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan sehingga
pembangunan  tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat dan

pemerintah desa harus lebih transparansi lagi dalam memberikan informasi



sebelum merencanakan musyawarah dan sesudah pelaksanaan pembangunan
selesai.

Pemerintah desa Wehali harus terus mengsosialisasikan pentingngaya peran
masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa secara
swakelola, yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
pemerintan Desa Wehali dalam pemberdayaan desa harus terus menggali
potensi dari masyarakat desa, yang bukan hanya pelatihan tenun ikat saja,
melainkan menciptakan peluang bagi masyarakat dalam berkratif untuk
pemberdayaan desa yang tentunya dapat meningkatkan peluang kerja dan
mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Wehali yang
tentunya dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk masyarakat Desa wehali harus terlibat dalam kegiatan program
pemerintah Desa mulai dari Perencanaan hingga tahap pengawasan, sehingga
pembangunan dan pemberdayaan di Desa Wehali Tepat Sesaran dan dapat

meninggkatkan kesejahteraan masyara.
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